SALINAN

BUPATI TANAHULAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 46 TAHUN 2014
TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
YANG BERBASIS AKRUAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3)
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan, dimana Pemerintah
Daerah perlu mengatur Sistem Akuntansi Pemerintah
Daerah dengan Peraturan Bupati yang mengacu pada
pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan;

b. bahwa untuk menyesuaikan sistem aplikasi terbaru dari
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Pusat, dimana ada beberapa perubahan dan penambahan
bagan akun standar, maka perlu adanya perubahan Sistem
Akuntansi Pemerintah Daerah yang berbasis akrual,;

c. bahwa berdasarkan disposisi Wakil Bupati Tanah Laut atas
Telaahan Staf dari Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Kabupaten Tanah Laut Nomor
900/421/DPPKA/2015 perihal Usulan perubahan / revisi
Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten
Tanah Laut Yang Berbasis Akrual telah disetujui;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c¢ perlu menetapkan
Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten
Tanah Laut Yang Berbasis Akrual;

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor &8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun
1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat
Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik



10.

11.

2

Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) yang telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang
Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4577);
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Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
yang diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 39 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Bantuan Sosial dan Hibah yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual
pada Pemerintah Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun
2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2007);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 46 TAHUN
2014 TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT YANG BERBASIS
AKRUAL

Pasal I

(1) Beberapa ketentuan mengenai Pendapatan-LO pada Sistem Akuntansi

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Bagan Akun Standar

sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor

46 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten

Tanah Laut yang Berbasis Akrual diubah sebagaimana tercantum dalam

lampiran Peraturan Bupati ini
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(2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 31 Desember 2015

BUPATI TANAH LAUT,
ttd
H. BAMBANG ALAMSYAH

Diundangkan di Pelaihari SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

pada tanggal 31 Desember 2015 KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIS DAERAH SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT, g
ttd

ALFIRIAL, S¥, MH
H. ABDULLAH NIP. 19750203 199903 2 008

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2015 NOMOR 585
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Lampiran I Peraturan Bupati Tanah Laut
Nomor :
Tanggal : 31 Desember 2015

SISTEM AKUNTANSI PENDAPATAN

(1) Ketentuan paragraf nomor 3 huruf a pada Sistem Akuntansi Pendapatan

Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut :

3. Sistem dan Prosedur Akuntansi beserta pencatatannya

Pencatatan akuntansi untuk pendapatan pada SKPD adalah :

a. Selama tahun berjalan, terdapat dua kondisi pengakuan Pendapatan-LO

yaitu :

a.l) Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas; dan

a.2) Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas

a.1 Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas

1).

2).

Ketika diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah, SKPD telah berhak
mengakui pendapatan, meskipun belum diterima pembayarannya dari
wajib pajak. Oleh karena itu, PPK-SKPD mengakui adanya pendapatan
pajak LO

Pada saat wajib pajak membayar pajak yang terdapat dalam SKP
tersebut, wajib pajak akan menerima Tanda Bukti Pembayaran (TBP)
sebagai bukti telah membayar pajak. TBP juga menjadi dasar bagi PPK
SKPD untuk mencatat pendapatan pajak tersebut. Selanjutnya,
Bendahara Penerimaan akan menyetorkan pendapatan tersebut ke Kas
Daerah. Berdasarkan dokumen penyetoran tersebut atau STS (Surat

Tanda Setoran).

Jurnal standar pencatatan Pendapatan-LO sebelum penerimaan kas :

(a) Pada saat terbit Surat Ketetapan Pajak (SKP), maka dicatat dengan

jurnal sebagai berikut :

Pada saat kas diterima oleh Bendahara Penerimaan, maka dicatat

dengan jurnal sebagai berikut :
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Kas di Bendahara Penerimaan................ XXX
PilutQng........ccoovuvuoiieiieiiiiieiieiiiieeieeieean. XXX
Perubahan SAL .......cccvveeevennn.... XXX
Pendapatan-LRA...............c.c....... XXX

Pada saat kas disetor oleh Bendahara Penerimaan ke Kas Daerah,

maka dicatat dengan jurnal sebagai berikut :

R/K PPKD

Kas di Bendahara Penerimaan

(b) Bila pihak ketiga langsung menyetor ke Kas Daerah, maka dicatat

dengan jurnal sebagai berikut :

R/K PPEKD .....cccvviieeeeiiaieeiiiaeeeee XXX
Piutang........ccccoee vveeeieeiineeiineeieeenn. XXX
Perubahan SAL ..........ccccceeuueeunn... XXX
Pendapatan-LRA.................cc....... XXX
a.2 Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan Penerimaan Kas
(Pendapatan-LRA)
1) WP/WR/pihak ketiga lainnya melakukan pembayaran melalui

Bendahara Penerimaan, dan atas pembayaran tersebut, Bendahara
Penerimaan menerbitkan TBP. Selanjutnya TBP tersebut ditembuskan
pada PPK-SKPD untuk membukukan penambahan kas di Bendahara
Penerimaan, pengakuan Pendapatan-LO, dan pengakuan Pendapatan-
LRA. Berdasar TBP tersebut, Bendahara Penerimaan membuat STS
untuk menyetorkan penerimaan tersebut ke Kas Daerah. Selanjutnya
STS tersebut ditembuskan kepada PPK-SKPD untuk membukukan R/K

PPKD dan pengurangan kas di Bendahara Penerimaan.

2) Apabila WP/WR/pihak ketiga lainnya melakukan pembayaran langsung

ke Kas Daerah, Kas Daerah akan menerbitkan bukti transfer/setor
untuk WP/WR/pihak ketiga dan nota kredit untuk PPK-SKPD untuk
membukukan R/K PPKD, pengakuan Pendapatan-LO, dan pengakuan
Pendapatan-LRA.

Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima
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dengan atau tanpa terbitnya dokumen penetapan. Jurnal standarnya

adalah :

a). pada saat kas diterima oleh

Bendahara Penerimaan,maka dicatat

dengan jurnal sebagai berikut:

Kas di Bendahara Penerimaan................ XXX
Pendapatan-LO.............ccccccveuueeuneennnn. XXX
Perubahan SAL ......cccccoeeeeeennn.... XXX
Pendapatan-LRA.................c........ XXX

Pada saat kas disetor oleh Bendahara Penerimaan ke Kas Daerah,

dicatat dengan jurnal sebagai berikut:

R/KPPKD

Kas di Bendahara Penerimaan

b). bila pihak ketiga langsung menyetor ke Kas Daerah, maka dicatat

dengan jurnal sebagai berikut:

R/K PPKD ...cccvveveveeeiiiaeeiieeeeiaaaa XXX
Pendapatan-LO ..........c.cccccuueeunenn.. XXX
Perubahan SAL ........c.cccoeevueeunnne. XXX
Pendapatan-LRA......................... XXX

BUPATI TANAH LAUT,
ttd

H. BAMBANG ALAMSYAH



